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Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya kemajuan teknologi yang memudahkan
konsumen dalam bertransaksi secara online. Marketplace Shopee menyediakan
fitur Shopee Paylater yang memudahkan pengguna untuk transaksi jual beli dengan
layanan sistem kredit. Adanya kemudahan tersebut membuat konsumen tertarik
untuk mengajukan kredit tanpa menyadari adanya sistem bunga dan penerapan
biaya layanan serta denda keterlambatan yang bersifat mengikat. Beberapa
pengguna yang memakai layanan kredit tersebut, khusunya mahasiswa yang gemar
berbelanja secara online merasa keberatan karena adanya tambahan biaya dan
pemberlakuan denda tanpa adanya toleransi keterlambatan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui sistem penerapan biaya layanan
dan denda keterlambatan dalam transaksi layanan kredit melalui Shopee Paylater
pada marketplace shopee. (2) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah
terhadap penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi
layanan kredit melalui Shopee Paylater pada marketplace shopee. (3) untuk
mengetahui penerapan biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi
layanan kredit melalui Shopee Paylater pada marketplace shopee ditinjau dari
POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan yuridis empiris  guna memahami aspek hukum tertulis dan
penerapannya di lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun keabsahan data melalui teknik
triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) layanan kredit Shopee Paylater pada
praktiknya terdapat penerapan biaya layanan sebesar 1% dan tambahan bunga
2,95% serta pemberlakuan denda keterlambatan sebesar 5% apabila pengguna telat
membayar angsuran melebihi tenggat jatuh tempo pembayaran. 2) Ditinjau dari
hukum ekonomi syariah, layanan kredit melalui Shopee Paylater menerapkan
tambahan bunga dan biaya layanan serta denda yang terdapat unsur yang
bertentangan dengan syariah. Adanya tambahan tersebut termasuk kedalam unsur
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riba karena terdapat tambahan pembayaran setiap angsuran. Oleh karena itu, sistem
tersebut belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. 3) Ditinjau dari
POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi telah memenuhi aspek transparansi karena informasi terkait
biaya dan denda sudah dicantumkan dalam syarat dan ketentuan layanan.
Penyelenggara layanan tersebut sudah diawasi oleh OJK sebagai lembaga yang
mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan berbasis teknologi. Akan tetapi
dalam praktiknya tetap dilakukan pengawasan optimal untuk mencegah praktik
yang merugikan pengguna layanan.
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This research is motivated by technological advancements that have facilitated
consumers in conducting online transactions. The Shopee marketplace provides the
Shopee Paylater feature, which makes it easier for users to engage in buying and
selling transactions through a credit system service. Such convenience has
attracted consumers to apply for credit without realizing the existence of an interest
system and the binding application of service fees and late payment penalties.
Several users of this credit service, particularly students who frequently shop
online, have expressed objections due to the imposition of additional charges and
penalties without any tolerance for late payments.

The objectives of this research are: (1) to understand the system of implementing
service fees and late payment penalties in credit service transactions through
Shopee Paylater on the Shopee marketplace; (2) to examine the perspective of
Sharia economic law on the implementation of service fees and late payment
penalties in credit service transactions through Shopee Paylater on the Shopee
marketplace; (3) to analyze the implementation of service fees and late payment
penalties in credit service transactions through Shopee Paylater on the Shopee
marketplace as reviewed under POJK Number 10/POJK.05/2022.

The research method used is qualitative research with an empirical juridical
approach in order to understand the written legal aspects and their application in
the field. Data collection techniques were obtained through observation,
interviews, and documentation, which were then analyzed through the stages of
data condensation, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was
ensured through source triangulation, technique triangulation, and time
triangulation.

The results of the study indicate that: (1) in practice, the Shopee Paylater credit
service applies a service fee of 1% and an additional interest rate of 2.95%, along
with a late payment penalty of 5% if the user fails to pay installments beyond the
payment due date; (2) from the perspective of Sharia economic law, the credit
service through Shopee Paylater applies additional interest, service fees, and
penalties that contain elements contrary to Sharia principles. These additions fall
under the category of riba (usury), as they involve surplus payments on each
installment. Therefore, this system is not yet in accordance with the principles of
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Sharia economic law, (3) from the perspective of POJK Number 10/POJK.05/2022
concerning information technology-based money lending and borrowing services,
the service has fulfilled the aspect of transparency, as information regarding fees
and penalties has been included in the terms and conditions of the service. The
service provider is already supervised by the OJK as the institution that regulates
and oversees the technology-based financial services sector. However, in practice,
optimal supervision must still be continuously carried out to prevent practices that
are detrimental to service users.
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